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BPK Sumut Terima LKPD Tahun 2025 (Unaudited), Apresiasi Pemerintah Daerah yang 
Sampaikan LKPD Tepat Waktu 

Medan, Rabu (1 April 2026) – Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, 
dilaksanakan kegiatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 
(Unaudited) dari 34 Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

Pada Senin, 30 Maret 2026, BPK Sumut terima LKPD Tahun 2025 (Unaudited) dari 19 Pemerintah 
Daerah, yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Dairi, Nias, 
Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Asahan, Deli Serdang, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias 
Utara, Tapanuli Utara, Toba, Kota Gunungsitoli, Medan, Tanjungbalai, Binjai, dan Tebing Tinggi dan 
pada Selasa, 31 Maret 2026 dari 15 Pemerintah Daerah, yakni Pemerintah Kabupaten Batu Bara, 
Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu, 
Labuhanbatu Utara, Langkat, Padang Lawas, Karo, Nias Barat, Simalungun, Kota Pematangsiantar, 
Padangsidimpuan, dan Sibolga. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat 1, 
Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Kepala BPK Sumut, Paula Henry Simatupang, dalam sambutannya mengapresiasi Pemerintah Daerah 
yang telah melaksanakan penyampaian LKPD Tahun 2025 (Unaudited) kepada BPK secara tepat waktu. 

Harapan Kepala BPK Sumut kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan 
daerah yang baik, Pemerintah Daerah harus segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. 
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